



Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. 
Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. 2012.Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.  
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21 diakses pada 27 Maret 
2016.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2012 tentan pedoman teknis dan tata cara 
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak 
penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.  
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis dan tata 
cara pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak 
penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja 
instansi vertikal direktorat jenderal pajak. 
Setiawan, Agus., H.,Hardi. 2006. Perpajakan Bendaharawan Pemerintah. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada 
Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta Barat: PT. Indeks. 
Waluyo. 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
